
WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NOMOR 22 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang • a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian independen 
terkait keekonomisan, efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan program/ kegiatan, perlu ditet apkan 
petunjuk pelaksanaan audit kinerja; 

b. bahwa berdasarkan pernyataan nomor 3040 Standar 
Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), menyatakan 
bahwa pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
hams menyusun kebijakan dan prosedur untuk 
mengarahkan kegiatan audit intern; 

c. bahwa lingkup audit intern Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah diantaranya meliputi audit kinerja atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit 
Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawa ng. 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Insdonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 t entang 
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3. Undang-Undang 	Nomor 	28 	Tahun 	1999 
tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 
Dan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t entang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 
51); 

13. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fun.gsi 



Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah 
Tahun 2016 Nomor 42). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. 

Pasal 1 

Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota 
Singkawang dimaksud menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah untuk 
melaksanakan Audit Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja disusun dengan sistematika sebagai 
berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA 

BAB III PERENCANAAN AUDIT KINERJA 

BAB IV PELAKSANAAN AUDIT KINERJA 

BAB V PELAPORAN AUDIT KINERJA 

BAB VI PENUTUP 

Pasal 3 

Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Walikota mi. 

Pass] 4 

Pengkajian Auditor mengenai tahap pemahaman auditan/obyek audit 
dan pengindentifikasian masalah harus didokumentasian dalam Kertas 
Kerja Auditor. 

(2) Format Kertas Kerja Pemahaman Obyek Audit dan Kertas Kerja 
Pengindendifikasian Masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
tercantum dalam Lmpiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Walikota mi. 

Pasal 5 

(1) Untuk menilai pemahaman sistem pengendalian intern Pemerintah, 
Auditor dapat menggunakan kuesioner. 

(2) Format kuesioner Pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dan format Daftar Pertanyaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana 
dimaksud ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Walikota mi. 



Pasal6 

(1) Untuk menentukan area kunci yang terdokumentasi sebagai Kertas Kerja 
Auditor, yang merupakan penilaian dan i salah satu atau beberapa area 
potensial berdasarkan urutan prioritasnya diperlukan suatu template 
yang membantu pendefinisian internal dan resiko kecurangan di dalam 
suatu auditan. 

(2) Format Kertas Kerja Pemilihan Area Kunci sebagaimana dimaksud ayat 
(1) adalah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Walikota mi. 

(1)  

Pasal 7 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengujian data yang merupakan 
kesimpulan hasil pengujian bukti atas kriteria dan sub kriteria audit yng 
telah ditentukan sebelumnya didokumentasikan dalam Kertas Kerja 
Penetapan Tujuan dan Lingkup Audit serta Kertas Kerja. Pengujian Data 
Audit. 

(2) Format Kertas Kerja Penetapan Tujuan dan Lingkup Audit serta Kertas 
Kerja Pengujian Data Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Walikota mi. 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 3 April 2018 

WALIKOTA SINGKA WANG, 

Ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 3 April 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG 

ttd 

BUJANG SUKRI 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 26 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

YASMALIZAR,SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 
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